ABSTRAK

Paksa Badan adalah upaya paksa untuk mengeksekusi orang yang tidak
mau beritikad baik memenuhi kewajibannya menurut putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dirampas kemerdekaannya, melalui
Ketua Pengadilan. Kewenangan untuk pengajuan permohonan paksa badan
terhadap debitor pailit pada suatu perusahaan dimiliki oleh Pengadilan Niaga.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000. Adanya
ketentuan peraturan tersebut berakibat di tolaknya Permohanan Paksa Badan
Debitor Pailit pada PT KLMI yang diajukan oleh salah satu kreditornya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berkompeten
dalam memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit dan untuk
mengetahui penerapan hukum hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
perdata sehubungan dengan ditolaknya permohonan paksa badan terhadap debitor
pailit yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif
analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan
data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang
dilakukan adalah pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara
paksa badan debitor pailit adalah pengadilan niaga, mengenai pertimbangan
hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan paksa badan debitor
pailit tidak tepat karena debitor yang beritikad tidak baik tidak melaksanakan
kewajibannya telah melakukan pelanggran hak asasi manusia yang nilainya lebih
besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya. Selanjutnya, penyelesaian
sengketa mengenai paksa badan terhadap debitor pailit harus ada peraturan
khususnya agar hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.
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